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LAPORAN AKHIR 

PEMAHAMAN PENDIDIK PAUD TERHADAP PERLINDUNGAN 

ANAK 
Latar Belakang (Background) 

Perlindungan anak dijelaskan pada ketentuan umum perlindungan anak pada 

pasal 1 butir (2) yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala 

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Bidang perlindungan anak meliputi; Bidang Pendidikan, Anak 

Indonesia belum dapat dikatakan sejahtera dan belum dapat dikatakan telah 

terpenuhi hakhaknya. Bedasarkan data Susenas, bahwa persentase anak usia dini 

yang mengikuti PAUD mencapai 27,68 persen atau dengan kata lain 1 dari 4 

anak telah mengikuti PAUD. Secara umum, TK masih menjadi jenis PAUD 

yang paling populer dengan persentase sebesar 71,73 persen, diikuti oleh 

PAUD/PAUD terintegrasi BKB/Posyandu dengan persentase sebesar 19,59 

persen dan RA/BA sebesar 6,14 persen. Bidang Pemenuhan hak anak dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan 

hukum positif di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah yaitu 

memberikan sarana dan prasarana kesehatan. Hal tersebut dilakukan dengan 

cara menyediakan tenaga kesehatan, pusat pelayanan kesehatan, dan fasilitas 

lainnya yang dapat menjamin anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya 

dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik/mental 

sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Pada kenyataannya, anak penderita gizi buruk banyak tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Masih banyak anak penderita gizi buruk 

hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang minim dan mengalami 

penolakan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan (Fitriani, 2016). Hasil 

Susenas 2020 mencatat bahwa terdapat 42,36 persen anak usia dini yang 

mengalami keluhan kesehatan. Sedangkan, anak usia dini yang mengalami sakit 

sebesar 23,34 persen. Sayangnya, data tersebut tidak bisa mengidentifikasi jenis 

keluhan kesehatan yang dirasakan oleh anak usia dini. Konten perlindungan 

anak tidak dapat dipisahkan dari konteks kekerasan terhadap anak (KtA), 

menurut WHO dalam laporan konsultasi mengenai Child Abuse Prevention di 

Genewa 29-30 Maret 1999 yaitu; penderaan atau perlakuan salah terhadap anak 

mencakup semua bentuk perlakuan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan 

eksploitasi yang dilakukan dalam konteks hubungan yang mengandung 

tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan yang mengakibatkan dampak 
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buruk potensial atau nyata terhadap status kesehatan, kemampuannya untuk 

bertahan hidup, perkembangan, harga diri anak. Kasus kekerasan pada anak 

menurut data Simfoni yang dihimpun sepanjang bulan Januari-Februari 2022 

sebanyak 544 orang untuk korban laki-laki dengan rentan usia 0-12 tahun 

sebesar 43,1, sedangkan korban perempuan sebanyak 3174 orang korban 

perempuan dengan rentan usia 0-12 tahun sebesar 20,2%. Pendidik anak usia 

dini berperan memiliki peran tidak hanya sebagai pendidik namun juga sebagai 

agent of change yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan konteks 

perlindungan anak guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, 

pelaporan, dan mencegah pelecehan anak dan menelantarkan (Bradshaw et al., 

2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak pendidik tidak 

sepenuhnya jelas apa indikatornya pelecehan dan penelantaran anak adalah atau 

bagaimana melaporkannya (Crosson-Tower, 2003). Pendidik anak usia dini 

berperan memiliki peran tidak hanya sebagai pendidik namun juga sebagai 

agent of change yang ada di masyarakat. Berkaitan dengan konteks 

perlindungan anak guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, 

pelaporan, dan mencegah pelecehan anak dan menelantarkan (Bradshaw et al., 

2018). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak pendidik tidak 

sepenuhnya jelas apa indikatornya pelecehan dan penelantaran anak adalah atau 

bagaimana melaporkannya (CrossonTower, 2003). 

Tujuan Riset (Objective) 

Berdasarkan deskripsi diatas urgensi dari kegiatan penelitian ini adalah hendak 

mendeskripsikan mengenai pemahaman pendidik PAUD dalam hal 

perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan salah sati faktor penting 

dalam mendukung tumbuh dan kembang anak usia dini yang salah satu proses 

stimulasinya diberikan oleh lembaga PAUD. Lembaga PAUD memegang 

peranan penting dalam upaya membangun pondasi bagi anak dalam menapaki 

jenjang usia selanjutnya oleh karena itu pendidik PAUD perlu memahami 

mengenai konten perlindungan anak yang pada muaranya dapat menciptakan 

lingkungan yang ramah anak. 

Metodologi (Method) 

Kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif 

deskriptif dengan metode survey. Menurut Sugiyono (2012:29) metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. Singarimbun (1982:3) dalam metode penelitian 

survey mengatakan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu 

dalam waktu yang bersamaan, data dikumpulkan melalui individu atau sampel 

fisik tertentu dengan tujuan agar dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang 

diteliti. Sampel penelitian dari kegiatan penelitian ini mengambil dari lembaga 
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PAUD yang berada di wilayah DKI Jakarta, penelitian dilaksanakan pada guru 

lembaga PAUD. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data 

penelitian melalui kuesioner dengan mamanfaatkan media google form untuk 

mempermudah pengumpulan data. Pengambilan sampel menggunakan metode 

simpel random sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan di atas. 

Teknik Simple Random Sampling merupakan salah satu teknik pengambilan 

sampel yang didasarkan pada angka random dan diperoleh sejumlah responden 

yang terpilih sesuai dengan jumlah sampel yang didapatkan (Arieska et al., 

2018). Kegiatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

ditandai dengan pengumpulan dan penghitungan / pengukuran data yang 

dikodekan secara numerik, dengan pengumpulan dan penghitungan / 

pengukuran data yang dikodekan secara data dinyatakan secara numerik dan 

dianalisis memanfaatkan sejumlah model statistik (Ribeiro & Povoa, 2018). data 

dinyatakan secara numerik dan dianalisis memanfaatkan sejumlah model 

statistik (Zedeck,2014). Tujuan dari pendekatan kuantitatif adalah untuk 

memprediksi lintasan fenomena (Dorsey,2018). Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, digunakan dalam melakukan 

analisis data hasil dalam angka kemudian mendeskripsikan dalam bentuk kata 

kata agar mudah dipahami (Sholikhah, 2016). Kegiatan penelitian ini diawali 

dengan melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan data lapangan awal. 

Studi pendahuluan dilakukan dengan observasi dan wawancara pada objek 

penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Dari studi pendahuluan 

yang dilaksanakan didapatkan hasil yang djadikan peneliti dalam mendapatkan 

analisa permasalahan. Melalui analisis permasalahan yang telah didapatkan, 

maka peneliti mencari referensi atau kajian pustaka yang dijadikan dasar dalam 

penyusunan variabel penelitian dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian 

yang telah disusun dilakukan uji instrumen sebagai tindakan dari 

validitasinstrumen. Instrumen yang telah dinyatakan valid siap dijadikan 

sebagai alat dalam pengumpulan data penelitian. Instrumen penelitian pada 

kegiatan penelitian yang disebarkan guru PAUD yang berada di DKI Jakarta. 

Instrumen penelitian yang telah terkumpul kemudian dilaksanakan kegiatan 

pengolahan data instrumen dengan menggunakan analisis statistik SPSS. 



9 
 

Created by Lemlitbang UHAMKA │ simakip.uhamka.ac.id │lemlit.uhamka.ac.id 

 

Hasil dan pembahasan 

Peraturan mengenai perlindungan anak tertuang didalam berbagai konvensi dan 

perjanjian yang ada diseluruh dunia salah satunya datang dari Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Konvensi Hak Anak (UNCRC) disebutkan bahwa; setiap anak 

berhak untuk didengar dan kesempatan itu harus disediakan untuk anak-anak 

untuk mengekspresikan pandangan mereka. Hak untuk berpartisipasi 

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 12 UNCRC adalah hak bagi semua anak 

(0–18 tahun); berdasarkan bunyi pasal ke dua dalam konvensi; negara harus 

menghormati dan memastikan bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi 

dalam hal-hal yang mempengaruhi anak-anak, tanpa memandang ras, warna 

kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, etnis nasional 

atau asal-usul sosial, properti, kecacatan, kelahiran atau status lainnya. Negara 

memiliki peran serta kewajiban dalam menjamin pelaksanaan hak bagi anak-

anak maupun bagi anak yang mengalami kesulitan untuk mencurahkan 

pendapat; hak untuk berpartisipasi anak tidak dibatasi oleh usia anak, anak-anak 

dalam kebutuhan khusus (penyandang cacat), anak-anak migran serta anak-anak 

lain yang tidak berbicara dalam bahasa mayoritas harus dilibatkan secara aktif. 

Berdasarkan hal tersebut, komentar umum melarang penggunaan batasan usia 

dalam undang- undang atau praktik dan menekankan pentingnya menghormati 

bentuk komunikasi non-verbal dan cara komunikasi apa pun untuk anak-anak 

penyandang disabilitas. negara harus menganggap bahwa anak-anak memiliki 

kapasitas untuk membentuk pandangan mereka sendiri dan harus 

memungkinkan mereka untuk mengekspresikan pandangan mereka 
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(Convention of th Rights of the Child, 2009). Melalui Konvensi Hak Anak 

(1989) yang diikuti oleh 194 negara secara eksplisit menyatakan bahwa negara 

peserta konvensi akan mengambil semua langkah-langkah untuk melindungi 

anak-anak dari penganiayaan. Tujuan dari sistem perlindungan anak seperti 

yaitu tidak hanya meminimalkan kekerasan terhadap anak juga membahas 

mengenai bagaimana optimalisasi mengenai kesejahteraan bagi anak-anak 

(Munro, 2008). Konteks perlindungan anak membahas mengenai; bagaimana 

memperkuat implementasi perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, 

eksploitasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Hal ini sangat penting sebagai 

bentuk penjamianan dalam hal aspirasi serta hasil dalam hal kesejahteraan anak. 

Kekerasan atau eksploitasi merupakan bentuk pelemahan terhadap 

kesejahteraan anak, oleh karena itu lingkungan aman merupakan bentuk 

dukungan dalam pemberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang. 

Pengalaman masa kecil yang yang diterima anak (seperti pelecehan, eksploitasi 

dan penelantaran) memiliki efek jangka panjang pada kesejahteraan dan 

perilaku. Hal ini turut berdampak dalam aktivitas anak dalam pendidikan yaitu; 

kesulitan di sekolah/belajar, kesehatan yang buruk dan masalah dalam 

mendapatkan pekerjaan dan berinteraksi secara sosial, apabila tidak ditangani 

dengan baik maka dapat memberikan efek jangka panjang dalam kehidupan 

anak (Pol, 2013). Kebijakan dan Implementasi Perlindungan Anak 

Kesejahteraan dan perlindungan anak telah diatur oleh berbagai kebijakan 

berupa peraturan perundang-undangan mulai dari Undang Undang Dasar 1945, 

Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan 

Menteri, sampai dengan Peraturan Daerah. Dalam lingkup Kementerian Sosial 

RI, pada tahun 2009, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Kementerian Sosial 

RI, mulai mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). 

Program ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang 

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan 

Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 Tentang Panduan Umum 

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), dan untuk operasinalisasi telah 

diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 29/RS-

KSA/2011 Tentang Pedoman Operasional PKSA (Prakoso, 2013). Layanan 

perlindungan anak memiliki peran penting dalam melindungi anak dari hal-hal 

menimbulkan bahaya bagi anak, namun demikian di berbagai negara 

permasalahan yang banyak dalam pemberian layanan perlindungan anak seperti 

tuntutan birokrasi dalam hal mengurangi kapasitas pekerja sosial untuk bekerja 

secara langsung dengan anak-anak dan keluarga, peningkatan beban kerja dan 

tingkat tekanan kerja yang tinggi (Ainsworth & Hansen, 2011; Berrick et al., 

2016; Holmes & McDermid, 2013). Selama dua dekade terakhir, perlindungan 

anak memiliki model dan praktik (juga dikenal sebagai kerangka kerja praktik) 

didasarkan atas pendekatan teori dan praktik tertentu, misalnya di Amerika 

Serikat, Australia, Inggris dan beberapa negara-negara Eropa lainnya 
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mendefinisikan model praktik perlindungan anak sebagai berikut: melalui 

model praktik manajemen casework dalam kesejahteraan anak harus berbasis 

teori dan nilai, selain itu secara penuh terintegrasi ke dalam dan didukung oleh 

sistem kesejahteraan anak. Model secara jelas mengartikulasikan dan 

mengoperasionalkan spesifik keterampilan dan praktik kerja kasus yang harus 

dilakukan oleh pekerja kesejahteraan anak melalui semua tahapan dan aspek 

kerja kasus kesejahteraan anak yang bertujuan untuk mengoptimalkan 

keselamatan, kelanggengan, dan kesejahteraan anak yang masuk, bergerak 

melalui, dan keluar dari sistem kesejahteraan anak. Ulasan model praktik 

tentang perlindungan anak mencakup tiga tinjauan Signs of Safety (SoS) (Bunn, 

2013; White et al., 2022). Terdapat 3 Prinsip Inti dari Signs of Safety (SoS) 

(Turnell & Murphy, 2017) merangkum tiga prinsip inti dari pendekatan ini: (1) 

Membangun hubungan kerja yang konstruktif dan kemitraan antara profesional 

dan anggota keluarga, dan antara profesional itu sendiri. (2) Terlibat dalam 

pemikiran kritis dan mempertahankan posisi penyelidikan. (3) Tetap membumi 

dalam pekerjaan sehari-hari para praktisi perlindungan anak. melalui ketiga 

prinsip tersebut menekankan perlunya bergerak menuju budaya konstruktif 

melalui kegiatan perlindungan anak daripada model paternalistik di mana para 

profesional dapat memberikan solusi spesifik. Sehingga pekerja profesional 

dalam perlindungan anak dan anggota keluarga dapat terlibat satu sama lain 

dalam kemitraan dalam memberikan solusi dalam kasus pelecehan dan 

penganiayaan anak. Dalam sebuah kerangka kerja sangat penting dimulai dari 

menemukan bagian tertentu dari undang-undang atau laporan pemerintah untuk 

memulai analisis (Bacchi et al., 2009). Itu sumber utama dokumen kebijakan 

resmi adalah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang 

ditetapkan oleh pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, dan kota. 

Berikut ini merupakan sumber utama dokumen kebijakan resmi adalah 

peraturan perundang-undangan mengenai dokumen yang ditetapkan oleh 

pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan dan hukum yang relevan terkait 

perlindungan anak di Indonesia (Wismayanti et al., 2021) sebagai berikut: a. 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974). b. Undang-Undang Perlindungan Anak 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Perlindungan Anak Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (UU No. Perlindungan 

Anak No. 35/2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23/2002 tentang 

perlidungan anak No. 35/2014). Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa setiap 

anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. c. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2014–2019 (RPJMN, Buku 1 & Buku 2). Pemerintah 

Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan perlindungan anak dari 

kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. d. 

Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak 2015–2019. Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional memimpin pengembangan rencana 
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tersebut, yang menetapkan tindakan untuk berbagai sektor dan departemen 

pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

diberi mandat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rencana tersebut. e. 

Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016–2020, 

dikoordinasikan oleh Kementerian Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan 

Anak. f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Anak-anak (GN-AKSA). Esensi 

Perlindungan Anak melalui visi dunia (VW) merupakan jangkauan yang luas 

dari titik masuk dan intervensi untuk penguatan sistem perlindungan anak. Hal-

hal penting telah dikembangkan berdasarkan analisis partisipatif dari isu-isu 

perlindungan. Visi dunia mengenai perlindungan anak berfokus pada 3 Aktor 

dan 3 Enabler (3x3) sebagai penentu nilai dan kontribusi tertentu yang dapat 

diberikan oleh VW kepada seorang anak melalui pendekatan penguatan sistem 

proteksi. Esensi 3X3 ini merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan 

untuk pengembangan bukti, dan fokus investasi global kami dalam 

pengembangan kapasitas dan proyek. Melalui VW menciptakan area di mana 

kita ingin dikenal, dan target untuk mempengaruhi praktik yang lebih luas dalam 

komunitas perlindungan anak, kemanusiaan dan pembangunan (Pol, 2013). 
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